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11.

TRUNGAN PEMUERINTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TATANULI UTARA,

bahwa dalam rangha mewujudkhan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan
bermoral  sebagait penyelengeara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin
pegawart,

bahwa dengan telah ditetaphannya Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya mencabut Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
dan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
(tara.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
K abupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal jo. Undang-Undang
Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatcra Utara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian
Sementara Pegawai Neveri;

Peraturan Pemerintah \or 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah nor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

Peratu I’emerintah mor ‘hun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewciwigan Propinsi ... pai 1 Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

13. Peraturan ................ /2,-



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

|5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Penierintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan

Lembaga Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peclaksanaan Peningkatan Efisiensi,

Penghematan dan Disiplin Kerja;

23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996
tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

24, Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Nomor

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Seki:tariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

05 Tahun 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja L« 'aga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,
raturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor

sebagaimana telah diubah dengar
06 Tahun 2010;
wli Utara Nomor 06 Talhun 2008 tentang

29. Peraturan Daerah Kabupaten 1

Organisasi dan Tata Kerja Kecam <abupaten Tapanuli Utara;

i Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang

30. Peraturan Daerah Kabup.' n Ta
Organisasi dan Tata Kerja I 'nrahan  "upaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli ra 0 -hun 2011 tentang Tunjangan Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri & Pemci " Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana
iti T, "Itara Nomor 45.1 Tahun 201 1.

telah diubah dengan Peraturan |

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN
SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA.
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Fungsional tertentu jenjang, Madya adalah jenjang jabatan fungsional keahhan yang
ang mensyaratkan kualifikasi

tugas dan fungsi utamanya bersifat stratepis sckioral y.
professional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang

IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang, IV/c.

Fungsional tertentu jenjang Muda adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang
tugas dan fungsi utamanya bersifat 1aktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi
profcssional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang
[1I/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang Iid.

Fungsional tertentu jenjang Pratama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang
tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi
professional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan
ruang I11/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I11/b.

Fungsional tertentu jenjang Penyelia adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan
yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai
pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan
pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu
pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari Penata, golongan ruang I11/c sampai

dengan Penata Tingkat I, golongan ruang 111/d. ,
Fungsional tertentu jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional
ngsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan

keterampilan yang tugas dan fu
mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang

didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari
Penata Muda, golongan ruang Iii/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan

ruang I11/b.
fungsional

Fungsional tertentu jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan
pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu
cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari Pengatur Muda Tingkat
I, golongan ruang Il/b sampai dengan Pengatur Tingkat 1, golongan ruang 117d.

Fungsional tertentu jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang jabatan tungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu dan mensyaratkan
pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu
cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda,

golongan ruang Il/a.
Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
Atasan Pejabat yang berwena g menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat

yang berwenang menghukum;
Pejabat yang setara adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan

unit kerja tertentu.
Apel Pagi dan Apel Sore adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu

tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel;
Dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan adalah bahwa
pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun yang bersangkutan.
BAB I
KEWAJIBAN
Pasal 2
PNS diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

kepegawaian yang berlaku.
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mematuhi

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB IIT
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3
Hari kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Utara ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Jum’at
dengan jumlzh jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu di luar istirahat dan olah

raga.
(2)YJumlah ............/5-




(<)

(3)

)

5

Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk

hegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Jam kerja pada hari kerja scbagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dimulai pada
Jam 07.30 sampai dengan Jam 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Scnin sampai dengan Kamis :
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB didahului/Apel Pagi,

Istirahat : Jam 12.00 — 13.00 WIB,
Pulang Kerja Jai'n 16.00 WIB setelah Apel Sore,

b. Jum’at: )
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB didahului Apel Pagi

Olah raga :Jam 08.00 — 08.30 WIB

Istirahat :Jam 12.00 - 13.00 WIB

Pulang Kerja Jam 16.00 WIB setelah Apel Sore
Setiap PNS wajib mengisi dan menandawangani daftarthadir 2 (dua) kali s_q;jé'{:;:}i;ri
kerja yaitu pada pagi dan sore sebagimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 4

Hari dan jam kerja bagi unit kerja satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan,
lembaga pendidikan dan lembaga umum lainnya dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

U
SPasnlSi

(1) * Rekapitulasi-daftar hadir pada SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawalan /
Daerafh. /

(2)' Setiap Pimpinan SKPD wajib melakukan pengawasan terhadap daftar hadir PNS.

Pasal 6

(1)  Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
dapat dihitung secara kumulatif dimulai dari awal sampai dengan akhir tahun
berjalan.

(2)  Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam kerja dalam
1 (satu) minggu dihitung secara kumulatif dan dlkOﬂVCl‘Sl 7 V2 (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

BADB IV
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
¢. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukum dlS]len ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdm
dari:
a. tegi. alic
b. teg: 1te  :s;dan
c. pemmyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

dari :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
¢. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama )} (satu) tahun.

.

(4) Jenis .cov.vcvniinnnnn J6,-
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Jenis huhuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

¢. pembebasan dari jabatan:

d. pemberhentian dengan harmat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,; dan,

e pemberhentian tidak dengan hormat sebagar PNS.

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan

bag: pelanggaran Kewajiban berupa :

a teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati
1am Kkerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 2 (dua) sampai dengan 5
(hhma) hari kerja.

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati
jam Kkerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh)
hari kerja

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
vang sah dan menaati jam ke ja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 11
(sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan
bagi pelanggaran kewajiban berupa :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan vang sah dan menaati jam kerja selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (salu) tahun bagi PNS yang (idak masuk
kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 26 (dua
puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi

pelanggaran kewajiban berupa :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 31 (tiga
puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 36 (tiga
puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
dan menaati jam kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) hari kerja; dan !

d. pemberhentian dengan | mat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS
vang tidak masuk kerj. npa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 46
(empat puluh enam) har rja atau lebih;

Pelanggaran terhad:p kewa, n masuk keria dan menaati ketentuan jam kerja

sebagaimana dimaks ! dalam i 'sal 3 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir

tahun berjalan walaup: I'NS i angkutan telah menjalani hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya, .\ iumla .ebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman

disiplin dengan tingkatar ih tir

CAB -

NK.

.al ¢
Bagi PNS yang tidak menaati kewajiban masuk kerja dan jam kerja se_,‘.ain
dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal &, dapat juga
diberikan sanksi berupa :
a. pengurangan dan atau pemberhentian pembayaran TTP;
b. penahanan/penundaan pembayaran gaji bulan berikutnya.




W

s

() Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan
terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atau
melanggar ketentuan masuk kerja dan jam kerja dengan ketentuan sebagai

berikut :
NO TIDAK MASUK / 5
MENAATI KETENTUAN BHSAR ELERANGAN
JAM KXRJA POTONGAN
(HARD)
1 2 3 4
1. 2 5% Dalam 1 bulan
5 3 15 % Dalam 1 bulan
3 4 25 04 Dalam 1 bulan
4. . ' 5 50 % Dalam 1 bulan
5 6 75 04 Dalam 1 bulan ]
6. >7 100 % Dalam 1 bulan ]

(3) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan
terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak menaati
jam kerja selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih.

(4) Penahanan/penundaan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat

kembali dibayarkan jika PNS yang bersangkutan telah kembali

. melaksanakan/mentaati kewajiban ketentuan jam kerja pada bulan berikutnya

dan jika PNS yang bersangkutan masih melakukan hal yang sama maka
penundaan pembayaran gaji dan pemotongan TTP akan dilakukan kembali.

(5) Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada
BUD oleh masing-masing SKPD.

BAB VI
PNS MELAKUKAN TINDAK PIDANA
Pasal 10

(1) PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan
berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara,
mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) di atas, dapat pula diberlakukan terhadap seorang
PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa
telah melakukan suatu pelangga an hukum pidana yang tidak menyangkut pada

hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya

jabatannya dalam '
percayaan atas diri pegawal yang bersangkutan atau

penghargaan dan ke ri
hilangnya martabat serta wibawa pegawal 1tu.

3) Seorang PNS arus Uiberhentikan jika ia terbukti .telah mfalakukan
penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau 1a terbukti dc?nga.n
sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan
dan keselamatan bangsa dan negara.
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Pasal 11

(1) Kepada secrang PNS yang dikenzkan pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) .

a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa
melakukan pelarggaran yang didakwaan atas dirinya mulai bulan berkumya ia
diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan gaji
pokok yang diterimanya terakhir.

b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya
pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berihutnya 1a
diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

(2) Kepada seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10
ayat (2) di atas, mulai bulan berikutnya 1a diberhentikan diberikan bagian gaji scbesar

75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

ia telah

e T W T

- il

T

Pasal 12

(1)  Jika sesudah pemeriksaan olch pihak yang berwanb scorang Pepawai Negeri yang
1 dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (1) dan avat (2) di atas,
: ternyata tidak bersalah maka pegawai 1tu harus scgera diangkat dan dipekerjakan
kembali pada jabatannya semula.

Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak
mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan

T TR

Jabatannya.
(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan termyata bersalah,
maka :
terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (1)
harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-
tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

a.

b. terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (2),
jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan - sesuai dengan
pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang

menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.

BAB VII
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Paragraf 1l
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Pasal 13
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS yang mcnduduki jabatan :
Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.

(H

a.

b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan
Ruang I'V/c sampai dengan Golongan Ruang IV/d), untuk jenis hukuman ringan,
sedang dan berat.

c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/e, untuk
jenis hukuman ringan, sedang dan berat.

d. Struktural Eselon 11 (Asisten, Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan) dan fungsional tertentu jenjang Madva
gan Ruang IV/a sampai dengan IV'¢c) dan

(Jabatan Fungsional Keahlian Golon
ongan Ruang JIl'c sampai dengan

Penyelia (Jabatan Fungsional Keterampilan Gol
11/d) , untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.

e, Struktural Eselon III (Camat Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat
Dacrah’Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Kepala Bidang pada
Dinas/Badan, Sehkretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah pada
Inspektorat) ke bawah dan Fungsional tertentu Jenjang Muda (Jabatan .P ungsional
K. cahhian Golongan Ruang 1llc sampai dengan 1Ud) dan Penyclia (Jabatan
Fungsional Keteramp:lan Golongan Ruang lll'e sampai dengan It d) ke bawah,
untuk jenus hukurnan sedang dan berat

f Fungswnal



o

s T o

0.

! [ ungsional Umum/ Staf Golongan Ruang 111d ke bawah, untuk jenis hukuman

scdany, dan berat

()  DBupati dapat mendclegasikan <ebagian kewenangan penjatuhan hukuman disiplin
tinwan dan hukuman disiplin sedang kepada Wakil Bupati.

an schagaimana dimaksud pada ayat (2). ditetapkan dengan Keputusan

() PPendelepasi
upati,

Paragraf 2
Sekretaris Daerah

Pasal 14

Sckretaris  Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS jyang
menduduki jabatan :
a  Asisten, Inspektur/ Sckretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Badan/Kepala
I’inas, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan :

ntuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;

Fungsional Keahlian Golongan Ruang Ve
Fungsional Keterampilan Golongan Ruang
Daerah, untuk jenis Hukuman

b. Kepala Kantor dan Camat, u
¢, Fungsional Tertentu Jenjang Muda (Jabatan
sampai dengan 11I/d) dan Penyelia (Jabatan
lil/c sampai dengan 111/d) di lingkungan Sekretariat

Disiplin Ringan;
d. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang I1l/c dan Golongan Ruang 111/d di Lingkungan

Sckretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
Kcpala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin

Scdang;

f. Tungsional Tertentu Jenjang Pertama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang IIl/a
sampai dengan IIlI/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang, I11/a sampai dengan I1U/b) di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman

Disiplin Sedang;
¥ ungsional Umurn/ Staf Golengan Ruang 1V/c sampai dengan Golongan Ruang TiV/b di

Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang.

x

Paragraf3
Pcjabat Struktural Eselon IT

Pasal 15

Asisten, Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala

Badan, menetapkan penjatuban hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

Kepala Bagian di Lingkungan Sckretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;

a.
SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin

b. Struktural Esclon JII di lingkungan masing-masing
Ringan;
c. Fungsional Tertentu Jenjang Muda (Golongan Ruang LV
Penyelia (Golongan Ruang 1ll/c sampai dengan III/d) di
SKPD, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
d. Fungsional Umum Golongan Ruang UL/c dan Golongan Ruang HI/d di lingkungan

masing-masing SKPD, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara di lingkungan masing-masing SKPD, untuk

jenis Hukuman Disiplin Sedang; .
Fungsional Tertentu Jenjang FPratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang IIl/a
1II/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
gkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman

¢ sampai dengan [Il/d) dan
lingkungan masing-masing

o

sampai dengan
Ruang I1I/a sampai dengan I11/b) di lin
Disiplin Sedang;

f. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang Ilc sampai dengan Golongan Ruang M/b di
lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang.

Paragra
Pejabat Struktural Eselon LI
Pasal 16

-

Kepala Kantor, menetapkan penjatuban bukuman disiplin bagi PNS yang menduduki

jabatan:
a. Struktural Eselon TV di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis huxkuman
[21siplin Ringan.

/10,-

b. Fungsional .........
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tama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang 1T a
ana Lanmutan (Fungsional Keterampilan Golongan

b Yungsional Tertentu Jenjang I’ra
di hnghungan masing-masing SKP'D, untuk jenis

campar Jdengan 111 D) dan Pelaks
Ruang Il a sampar dengan 11 A

hukuman Disiplin Rimgan. _

< Fungsional Unmum Seaf Golongan Ruang 11'c sampai dengan Golongan Ruang Nni'd di

linehungan masing-masing SKPD, untuk jenis huhuman Disiplin Ringan.

J Fuﬁ:suﬁal l"cncl‘uu Jemang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Guolongan Ruang
i h‘sampai dengan 1 ) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Gol'or}gqn
Ruang 11'a) di hinghungan masing-masing SKPD, untuk Jenis hukuman Disiplin

Neodang _
‘ Fungsional Umum’ Staf Golongan Ruang 11'a dan Golongan Ruang 1I'b di lingkungan
masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
Pasal I7
Camat, menetaphan penjatuhan huhuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

Sehretaris Kecamatan, untuk jems hukuman Disiplin Ringan.

a

b. Srruktural Eselon IV di Linghungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

< Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang Ill/a
sampai dengan 11'd) dan Pelshsana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang lll'a sampai dengan 11'b) di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman
Disiplin Ringan.

d. Fungsional Umumy Staf Golongan Ruang 1/e sampai dengan Golongan Ruang HIA di
linghungan Kecamatan. untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

<. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang
11 b sampai dengan 11'd) dan Pelaksana Permula (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang 11'a) di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

f. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang Il7a dan Golongan Ruang 1I/b di lingkungan

Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 1S

Séhretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat,
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
Struktural Eselon IV di linghungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman
Disiplin Ringan.

Fungsional Tertentu Jenjan: Pratama (Fungsicnal Keahlian Golongan Ruang IIl/a
sampai dengan lI/b) dan Pclaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang 1Il/a sampai dengan I11/b) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis
hukuman Disiplin Ringan.

Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang Il/c sampai dengan Golongan Ruang HU/b di
linghungan masing-masing unit Kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang
11'b sampai dengan 1V/d) dan Pela:sana Pemula (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang IYa) di lingkungan masing-masing unit keria, untuk jenis hukuman Disiplin

a.

b.

Sedang
Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang 1l/a dan Golongan Ruang, I/b di lingkungan

masing-masing unit ke untuk jo . hukuman Disiplin Sedang.
Pasal 1V

Sc¢kretaris pada Dinas/Bs 1, menetu
yang menduduki jabatan

2 penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS

1sing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin

a. Kepala Bidang di ! :kungan masing
Ringan.

b. Struktural Eselo / di 1 gkungan n a-masing unit kerja, untuk jenis hukuman
Disiplin Ringar

c. Fungsional te. » Jen g Pr. ma (I. _sional Keahlian Golongan Ruang Ill’a
sampai dengan 1li/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang lIl/a sampai dengan 11U/b)di lingkungan masing-masing unit kerja, umtuk jenis

hukuman Disiplin Ringan.
d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang Il/c sampai dengan Golongan Ruang IIL'b di

linghungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

e. Fungsional ..._....... J11,-
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c. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang [I/b
sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Gélony,an Ruang
Il/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang;

f. Fungsional umum/ Staf Golongan Ruang Il/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan
masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 20

Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sckretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan
Rukyat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara di lingkungan masing-masing unit kerja,
untuk jenis hukuman Disiplin Ringan. ‘

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pratamna (Fungsional Keahlian Golongan Ruang IIl/a
sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang I1l/a sampai dengan I1I/b) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis
hukuman Disiplin Ringan,

c. ‘Tungsional Umunv Staf Golongan Ruang Il/c sampai dengan Golongan Ruang IIl/b di
lingkungan masing-masing unit keija, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

d. Fungsjonal Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang 1I/b sampai dengan 11/d) dan ‘Pelaksana Pemula ( Jabatan Fungsional
Keterampilan Golongan Ruang 1l/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk
Jjenis hukuman Disiplin Sedang.

e. Fungsional Umunv/ Staf Golongan Ruang 1l/a dan Golongan Ruang 1/b di lingkungan
masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 21

Sekretaris Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang
menduduki jabatan ;
a, Struktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
b. Fungsional Terientu Jenjang Pratama (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang
* 11V/a sampai dengan 11I/b) dan Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional Keterampilan
Golongan Ruang Ill/a sampai dengan I1I/b) di lingkungan Sekretariat Kecamatan,
untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

¢ Tungsional UUmum/ Staf Golongan Ruang 1l/c sampai dengan Golongan Ruang I11/b di
lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan

Ruang 1I/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional
Keterampilan Golongan Ruang [1/a) di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis
hukuman Disiplin Sedang.

e. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang Il/a dan Golongan Ruang IU/b di lingkungan
Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 22

Lurah, menetapkan penjatuban h: .uman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Sekretaris Kelurahan, dan K« .la Seksi, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

b. Fungsional tertentu Jenja: ‘claksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang IUVb sampai den II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional
Keterampilan Golongan K - Il/a) di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman
Disiplin Ringan,

c. Fungsional umum/Staf Golony.. Ruang I1/a dan Golongan Ruang IIl/a di lingkungan
Kelurahan, untuk jenis hukuman Ringan. _

d. Fungsional umum/Staf Golony  Ru. ‘a sampai dengan Golongan Ruang I/d di
lingkungan Kelurahan, untuk s hu n Disiplin Sedang.

Pa. 23
(UP. ,.ada Dinas/Badan/Kantor, menetapkan

Kepala Unit Pelaksana Tekn
penjatuhan hukuman disiplie bagi ’'NS yang menduduki jabatan :

Kcpala Subbagian Tata Usaha UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Rjnggn.

Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang Il/b sampai dengan I1l/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fung_sx::xn;!
Keterampilan Golongan Ruang Il/a) di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin

Ringan.

a.

b.

c. Fungsional .. 12,
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c. Fungsional umum/Staf Golon R 3
g gan Ruang Il/a dan Golongan R i li
UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan. ® vang 1l di finglungan

d. Fungsional umum/Staf Golongan R i
: / gan Ruang l/a sampai den Golo R I/d di
Lingkungan UPT, untuk Jjenis hukuman Disiplin Sedang. ean nean e l
Pasal 24
Kepala Subbagian pada Sckretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah/Inspektorat/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang

1I/b sampai dengan lI/d‘) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan
Gplpngan Ruang I1/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman
Disiplin Ringan;

b. Fun{gsional I:Jmum/ Staf Golongan Ruang I//a dan Golongan Ruang I1l/a di lingkungan
masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;

c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang 1/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di
hng}sungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang,

Pasal 25

Kepala Subbidang pada Badan dan Kepala Scksi pada Inspektorat/Dinas/
Kantor/Kecamatan/Keluraban dan Sckretaris Kelurahan, menectapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan
Ruang Il-/b sampai dengan 1I/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional
}(et.erampllan Golongan Ruang Il/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk
Jenis hukuman Disiplin Ringan.

b. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang 1l/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan
masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;

<, Eungsional umum/Staf Golongan Ruang 1/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di
lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 26

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri (SMAN) dan Kepata Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Kepala Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis
hukuman Disiplin Ringan.
b. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan

Ruang IUVb sampai dengan 11/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional
Keterampilan Golongan Ruang 11/a) di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis
hukuman Disiplin Ringan.

c. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang Il/a dan Golongan Ruang II/b di masing-
masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang l/a sampai dengan Golongan Ruang 1/d di
masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 27
Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
menetapkan penjatuhan hukuman dis., o bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsxongl
umum/Staf Golongan Ruang I/a sampa: 1gan Golongan Ruang [Il/c di masing-masing unit

kerja untuk jenis hukuman Disiplin Rin.

BAB Viu
Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhka.r} hukuman disiplin kepada
PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya.

(2) Apabila ... /13,-
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(2) Apabila Pejabat yan~ - vepor» me ukum set «zaimar + dimaks1d pada a-at ()
tidnk menmjatuhkon o+ omen siph .epada PNT .an. melas ukan pelanggaran
fisiphn pejabat ters, o0 jatun’ nukueso disiplin < .1 stasannya

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis hu!(gmfln
disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin
terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Pejabat yang
berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

- =

Pasal 29

(1)  Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan
menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah
" dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan
hukaman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi dan memiliki
Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.
(3) Apabila dalam lingkungan SKPD tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum,
atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku
0 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

(4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat
yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki
Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka
kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin sccara berjenjang menjadi kewenangan
Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB IX g
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan,
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
dan Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 30

. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Keputusan Hukuman

mﬂ‘m”*_w”pigigu I (2. AC e PRSIkl s den gt aiiosoiumarriiopmiawude

< Kepegawdian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang\Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

i) S

BAB X
Upaya Administratif
Paragrafl -
Umum ’ \‘» . \
Pasal 31
(1) Upaya administratif terdiri dari } ~beratan dan banding administratif. ~N
) Ketentuan pengajuan keberat: banding administratif disesuaikan dengan
Peraturan Kepala Badan Xepc Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peratura:. * Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

(3) PNS yang mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
atau Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji ‘berkala sampai dengan ditetapkannya
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 32 ............/14,-




PNS vang sedang dalam proses pemerihsaan k
%alau sgdang -aiukan upaya administratif tidak dapat d
atay'muatasi keluar daerah.
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Pasal 32
saun karena diduga melakukan pelanggaran dxg:plm#
1setujui untuk pindah instansi dan

(2

(3)

4)

Hapusnya

(D

(2)

)

(4)

BAB XI
Berlakunya Keputusan Hukuman Di_sipli-n,. .
Hapusnya Kewajiban Mcnjalani Hukuman Disiplin
dan Hak-hak Kepegawaian

Paragrafl
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 33 '
Hukuman disiplin vang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawailan
ditetapkan.

Daerah, mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin |
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berup:il : N e
1) = pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2)
mulai berlaku pada : o '
a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusar hukuman disiplin diterima, apabila

b. tidak diajukan banding administratif; dan . . ' o
c. tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila diajukan
banding administratif.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan cleh Sekretaris Daerah, untuk jenis Hukuman

Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah sclama 1 (satu)

tahun, mulai berlaku pada : —
a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak

diajukan keberatan; dan
b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian
keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang

bersangkutan untuk diterima.

Paragraf 2
Kewajiban Menjalani Hukeman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Pasal 34

PNS yang mencapai batas us: -ensiun atau meninggal dunia pada saat sedang

menjalani hukuman disiplin berup
a. penundaan kenaikan gaji ' crk
b. penundaan kenaikan pang

c. penurunan pangkat setingh

d. penurunan pangkat setingka

 selama 1 (satu) tahun;
na 1 (satu) tahun;
 rendah selama 1 (satu) tahun; dan

rendah selama 3 (tiga) tahun.
n disiplin dan diberhentikan dengan hormat

dianggap telah selesai menjalani - :
sebagai PNS. a
PNS yang meninggal ‘'unia helum  a putusan atas upaya administratif
diberhentikan dengau. ‘nat -ai PNS berikan hak-hak kepegawaiannya
berdasarkan ketentua: turat indang-. n.

PNS yang mencapa: s w ensiun ¢ ' ada keputusan atas keberatan,
dianggap telah selesa riala: ‘kuman ¢ dan diberhentikan dengan hormat

sebagai PNS serta dibeiinan hak-liun kepegawai....ya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PNS yang sedang mengajukan banding administratif dian telsh mencapai batas usia
pensiun, apabila meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam ....... ... 5.~




[
(MY Dalam hal PNS Yang sedang menpajukan banding sebagaimana dimnk sud padn nynt
¢, sebelumnya dnatule hukuman disiplin berapn pemberhentian dengan tidak hormat
sehagar PNS, maka heputusan pemberhentiannya ditimynu kembali oleh I'ejabat yany
l\cr\wnnng menjadi Keputusan pemberhentian dengan hormat sehapai NG

BAB X1
Pendokumentasian Dukuman Disiplin

Pasal 38
() Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi

Kepegawaian pada SKPD tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atan olel pejabat
Pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi penegakan disiplin PNS.

(3)  Setiap jemis hukuman disiphn yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin
PNS.

(3 Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke SKPD lain atau pindah ke instansi Iain,
maka Kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikitimkan ke
Pimpinan satuan keria atau instansi baru tempatnya bertugas,

(+)  Dokumen Keputusan  hukuman disiplin scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang,
bersangkutan.

BADB X1u
PENGHARGAAN
Pasal 36

(1) Kepala SKPD dapat memberikan perighargaan kepada PNS di lingkungan masing-
masing, yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu selama 6
(enam) bulan secara terus menerus.

(3} Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa :
a. uang dan/atau insentif;
b. piagam;
¢. kenaikan pangkat pilihan
d. pengembangan karier.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan sctelah mendapat
pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur dengan
mempedomani ketentuan yang berlaku.

BAB X1V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

(1)  Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Tim yang
ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(2)  Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

dilakukan evaluasi oleh Tim dan kemudian melaporkannya kepada Bupati.
Pasal 38

Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan laporan secara berkala kepada
Bupati dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Atasan
Pejabat yang bersangkutan dan atau Tim.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 40 ........... /16,-
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Pasal 40
P s
€raturan Bupat; Int mulai berlaku p

:i\e%;u: sctiap orang mengetahuinya
Ean Penempatannya dalam Berit
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, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
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